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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat dan salam
semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khotimul ambiya’ yang membawa
risalah kebenaran dan teladan bagi umat manusia. Prosiding ini merupakan naskah yang
diseminarkan pada Seminar Nasional dan Call for Papers Dengan tema Hukum dan Industri:
“Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi
Pancasila Yang diselenggarakan oleh Program Doktor (S3) IImu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 6 April 2019, bertempat di Ruang Seminar
Lantai 5 Gedung Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar ini bertujuan
untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hukum dan industri di era
industrilasasi dalam perspektif transendental dan pancasila.

Industrialisasi di dunia ditandai dengan dimulainya revolusi industri pada akhir abad
ke-17 di Eropa. Revolusi industri menitikberatkan pada perubahan proses industri akibat
perubahan perilaku manusia yang mulai mengarah pada tujuan-tujuan pragmatis akibat
modalitas bernalar manusia yang didominasi oleh rasionalisme disamping intuisi dan empiris.
Realitas pertumbuhan hukum yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan
perkembangan industri menjadikan persoalan tersendiri. Apabila hukum dipandang sebagai
serangkaian aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa sebagai pedoman kehidupan manusia
termasuk perkembangan industri, maka hukum merupakan bingkai kecil dari sebuah gambar
yang berukuran besar sehingga tidak semua ruang gambar dapat terakomodasi dalam bingkai
tersebut.

Dialektika pemikiran hukum hari ini yang masih didominasi oleh aliran positivisme
hukum membuat daftar panjang persoalan hukum tidak pernah terselesaikan, bahkan cenderung
bertambah. Realitas hukum yang tumbuh melambat dan involutif tidak bisa mengakomodasi
kebutuhan akibat perubahan perilaku manusia yang lebih cepat, termasuk perubahan yang
mempengaruhi terjadinya revolusi industri sampai dengan era industri 4.0 sekarang.
Positivisme hukum berhasil menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang berpijak dan
berorientasi pada metafisik-transedental, karena dianggap tidak rasional dan mengkaburkan
kemurnian hukum, hukum semata- mata dilihat sebagai objek yang khusus, tanpa bersentuhan
dengan agama, moral, etik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Praksis hukum dimaknai
sebagai aturan-aturan tertulis, kumpulan kitab UU yang penuh dengan prosedur-prosedur yang
membonsai struktur sosial dan perilaku manusia yang dinamis. Positivisme hukum mengenal
modus hukum hanya berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: perintah, larangan, ijin dan
dispensai yang kesemuanya tidak bisa mengakomodasi dinamika kehidupan empiris.

Persoalan moral dan etis dalam hukum yang transenden dianggap telah selesai pasca
renaissance, akan tetapi justru hal itulah yang menjadi persoalan utamanya sehingga hukum
cenderung kering dan jumud. Orientasi pemikiran- pemikiran kontemporer juga justru
menunjukan sikap apresiatif terhadap pemikiran hukum yang berdimensi transenden sebagai
alternatif untuk mencairkan keringnya hukum khususnya menghadapi perkembangan industri



yang tumbuh lebih cepat. Dalam konteks Indonesia hukum yang transenden ini penuh dengan
resistensi, positvisme hukum yang dibangun di Indonesia ratusan tahun pada era kolonialisme
tidak mudah dihilangkan begitu saja, padahal salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah
pembebasan masyarakat Indonesia dalam segala hal termasuk kebebasan dalam berpikir dan
mengkonstruksi hukum.

Produk transenden pendiri bangsa yang pertama kali adalah Pancasila. Ikrar Ketuhanan
dalam Pancasila menunjukkan kualitas bangsa yang transenden. Pancasila sebagai postulasi
merupakan cita bangsa (staatsidee) sekaligus cita hukum (rechtsidee) yang berfungsi regulatif
sekaligus konstitutif, konsekuensinya adalah setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia
merupakan derivasi dari Pancasila, artinya tidak dibenarkan ada pertentangan antara produk
hukum dengan Pancasila, namun persoalannya terjadi putus nalar dan kesesatan logika dalam
pembangunan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dibangun cenderung untuk
mengakomodasi kepentingan kapitalisme tanpa menyentuh substansi keadilan yang dibutuhkan
masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis
makalah, penyaji, penyunting, serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga
prosiding ini dapat diterbitkan. Harapan kami selanjutnya, semoga prosiding ini dapat
bermanfaat bagi perkembangan hukum Industri di Indonesia demi kesejahteraan seluruh
masyarakat.

Ketua Panitia

Arie Purnomosidi, S.H.,M.H
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